
  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1. Uraian Teori 

II.1.1. Pengertian Kriminologi 

 Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak 

dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambrosso (1876) tentang teori 

mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan 

kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. 

Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. 

Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai 

mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan 

yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan 

para penjahat baru dalam masyarakat.10  

 Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) 

seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang 

berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.11 

 W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 

yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, 

W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang 

mencakup :  

                                                 
10  Romli Atmassasmita. Teori dan kapita selekta Kriminologi (Bandung 2010), hal. 3   
11 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta, 2010). hal. 9 
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1. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu 

pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat 

dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? Apakah ada hubungan 

suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya 

2. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat 

3. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut 

kejiwaannya 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang 

sakit jiwa atau urat syaraf 

5. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.12 

 Sutherland merumuskan, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 

pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, 

mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas 

pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga 

cabang ilmu utama, yaitu :  

1. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-

faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) 

disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan 

2. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 

musabab dari kejahatan 

                                                 
12 Ibid., hal. 9-10   
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3. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 

Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 

pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.13 

 Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan 

keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, 

dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 

masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.  

 Sedangkan Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan 

pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian 

dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari 

masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.  

 Di samping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of 

Crime and Deliquency,memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 

dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 

menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, 

pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 

kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.14 

 Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi 

tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun 

variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut 

tidak mempengaruhi hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang 

berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, 

                                                 
13 Ibid., hal. 10-11   
14 Ibid., hal. 12 
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sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik 

atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik di tengah masyarakat.  

 

II.1.2. Pengertian Kejahatan  

 Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai 

perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si 

pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, 

maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia 

yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang 

belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun 

misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi 

berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.  

 Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat 

di antara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis 

dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian 

kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-

undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan 

adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga 

sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman 

dan ketertiban.  

 Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh 

Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan 

keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang 

terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. 
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Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan 

unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial 

yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan 

kegoncangan dalam masyarakat.  

 Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua 

sudut pandang.  Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point 

of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 

melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang 

perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu 

tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang 

masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari 

sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 

masih hidup di dalam masyarakat.  

 Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut : 

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)  

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup 

dalam masyarakat disebut kejahatan 

2. Pengertian secara religius  

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan 

disebut kejahatan.  

3. Pengertian secara yuridis  
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Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau 

pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan 

diberi pidana oleh Negara.15  

 Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A. S. Alam 

menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. 

Ketujuh unsur tersebut antara lain :  

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)  

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana 

larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 

KUHP (asas legalitas) 

3. Harus ada perbuatan (criminal act)  

4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea)  

5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 

6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP 

dengan perbuatan 

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.16  

 Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-

undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam 

masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-

buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam 

perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan 

dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.  

                                                 
15 Ibid., hal. 16 - 17 
16 Ibid., hal. 18 
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II.1.3. Pengertian Geng Motor  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti 

sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan 

latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. 

Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa 

Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah 

kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan 

urakan dan anti-aturan (Wikipedia Dictionary). Dan geng motor sendiri dilandasi 

oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di 

setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.17  

 Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa :18 “Geng delinquen banyak 

tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas 

banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan 

sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang 

konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain. 

Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam 

dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk 

mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.  

 Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu :  

Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih 

dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-

                                                 
17 http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html. 

Diakses tgl.13 Februari 2013, Pukul 22:40 
18 Yamil Anwar Adang. Kriminologi (2010), Hal. 391 
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laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di 

dalamnya.  

 Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok 

pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. 

Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan tersebut. Perbedaannya 

adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi 

tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan 

kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak 

belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif 

seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh. 

Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana 

dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang 

pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai.  

 Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang 

melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang 

jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan 

perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control 

orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan 

kejahatan.19 

 Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan 

penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para 

anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu 

                                                 
19 Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Anak (Jakarta Utara 1986), hal. 14.  
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tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati 

dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.20 

 Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan 

peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau 

beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu 

kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang 

berbahaya. 

 Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, 

yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihannya jika dibandingkan dengan para 

anggota kelompok lainnya.  

 Untuk menunjukan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah oprasi 

sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan 

perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng 

tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat 

menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang 

menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng 

tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak. 

 Menurut Collins hal yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi 

geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng 

adalah untuk menegaskan keberadaan sosialnya dan mendapatkan perlindungan 

secara terus-menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya 

                                                 
20 Mulyana, kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi (Bandung 

1981),hal. 97 
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anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan kriminal 

dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi anggota geng.21 

 

II.1.4. Jenis Kejahatan Yang dilakukan Geng Motor  

 Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin 

meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan 

parah anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. 

Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi geng motor 

tersebut.  

 Berdasakan hal tersebut, Kartini Kartono22 mengemukakan tentang wujud 

perilaku delinkuen yang erat kaitannya dengan dampak dari maraknya geng motor 

di Kota Bandung. Wujud perilaku delinkuen ini yaitu:  

1. Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas, dan 

membahayakan jiwa sendiri dan orang lain 

2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman 

milieu sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang 

tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan 

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara suku (tawuran), 

sehingga membawa korban jiwa 

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di 

tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen kedurjanaan dan 

tindakan asusila 

                                                 
21 Rob White, Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia (yogyakarta 

2008), hal. 40 
22 Yamil Anwar Adang. Kriminologi (2010), hal. 394   
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5. Kriminalitas anak, dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, 

intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, 

menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan 

menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan 

pelanggaran lainnya 

6. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, 

atau (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) 

yang menggangu lingkungan 

7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual atau 

didorong oleh raeksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut 

pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, 

kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita, dan lain-lain 

8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat 

bergandengan dengan tindak kejahatan 

9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-

aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar 

10. Homoseksualitas, erotisme, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain 

pada anak remaja disertai dengan sadistis 

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga 

mengakibatkan ekses kriminalitas 

12. Komersialitas seks, pengguguran kandungan oleh gadis-gadis delinkuen, dan 

pembunuhan bayi-bayi oleh ibi-ibu yang tidak kawin 

13. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja  
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14. Perbuatan asosial dan anti asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan 

dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan 

lainnya 

15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitis lethargical) 

dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka di kepala dengan 

kerusakan pada otak ada kalanya membuatkan kerusakan mental, sehingga 

orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri 

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak 

yang menuntut kompensasi, disebabkan karena organ-organ yang inferior.23  

 Dari segi sosiologi dan hukum, geng motor merupakan kelompok sosial 

yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu 

paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung 

melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan 

anarkis adalah adanya keyakinan/ anggapan/ perasaan bersama (collective 

belief).24  

 Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. 

Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak 

tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari 

kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih 

berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari 

jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat 

memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks 

                                                 
23  http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi- 

dan.html. Diakses tanggal 07 Maret pukul 19:45.  
 
24 Ibid 
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penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan 

apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah 

secara musyawarah (out of court settlement) tanpa bersentuhan dengan sistem 

peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem hukum pidana 

positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.25 

 Hal-hal yang membedakan geng motor, club motor, dan motor community 

yaitu :  

1. Sekarang geng motor sudah berada dalam taraf berbahaya, tak segan mereka 

tawuran dan tak merasa berdosa para geng tersebut melakukan tindakan 

kekerasan 

2. Club motor biasanya beranggotakan oleh orang-orang yang mempunyai hobi 

motor. Biasanya berada dibawah bendera pabrikan motor dan mempunyai 

nama dengan embel-embel pabrikan. Kegiatan club motor lebih mendasar ke 

arah kampanye safety riding dan kegiatan sosial 

1. Komunitas motor memang tidak jauh beda dengan club motor, sama-sama 

tidak melakukan kegiatan yang berbauh rusuh dan tawuran. Namun dari segi 

peraturan dan safety riding, komunitas motor berbeda jelas dan hanya lebih 

mengandalkan kegiatan touring tanpa embel-embel dari pabrikan motor.  

 

 

II.1.5. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  

 Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan 

sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-

mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah 

                                                 
25 Ibid 
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dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan 

dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa 

dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian 

ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, 

kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab 

kejahatan secara teoritis ilmiah.  

 Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa 

dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap 

perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. 

Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan 

berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu 

penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih 

banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah 

dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak 

mendatangkan kesenangan.  

 Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap 

orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit 

yang diperoleh dari perbuatan tersebut.  

 Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat 

menarik. Berbagi teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para 

ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa 

ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.  

 Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik 

dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya 
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dewasa ini tidak lagi dilakuakn penyidikan sebab musabab kejahatan, karena 

smapai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau 

yang lebih kecil dalam menyebabkan orng tertentu melakuakn kejahatan, dengan 

melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara 

kelompok.  

 Meskipun demikian,para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan 

apa den bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, 

seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum 

sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orng 

melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan 

kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan 

penyusunan teori. 

 Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam 

lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori 

lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di 

dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis 

tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :  

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)  

2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)  

3. Social Control (control sosial)  

 Teori Anomie dan penyimpangan budaya,memusatkan perhatian pada 

kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan 

aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku 

kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa 
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seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-

nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya 

terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas 

bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk 

mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidan usaha yang maju, dan lain-lain, 

mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah 

(illegitimate means). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang 

mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai 

yang berbeda, dan cederung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai 

konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuto sistem nilai mereka 

sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.  

 Menurut walter Lunden. faktor-faktor yang berperan dan gejala yang 

dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah 

sebagai berikut :  

1. Gelombang urbanisai remaja dari desa kekota-kota jumlahnya cukup besar 

dan sukar dicegah 

2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisonal dengan norma-norma 

baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di 

kota-kota besar 

3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola 

kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya 

menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan 

perilakunya26  

                                                 
26 A. S. Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar 2010), hal 46   
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II.1.6. Pengertian Umum Tentang Kepolisian 

 Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi 

penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian 

sebagamana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : 

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.  

 Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah 

sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang 

ditentukan oleh perundang-undangan.  

 Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak 

hukum. Tugas ini pun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan  Keamanan 

Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.  

 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang 

mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian  ini  

tergabung  di  dalam  sebutan  Angkatan  Bersenjata Republik Indonesia, dimana 

di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, 

serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era 

reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada 

asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri 

secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. 
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II.1.7. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

 Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa 

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang 

Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya 

diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi  yang  terdapat di dalam 

kedua undang-undang tersebut sebagai berikut : 

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia  (UU Nomor 2 

Tahun 2002). 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum dan, 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan : 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, 

c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
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terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional, 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa, 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan, 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian, 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hak azasi manusia, 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisian, serta 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan : 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

berwenang : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan, 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum, 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian, 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindaka 

kepolisian dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, 

i. Mencari keterangan dan barang bukti, 

j. Menyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional, 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat, 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan lainnya berwenang 

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya berwenang : 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor  

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

peledak dan senjata tajam, 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan, 

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, 

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional, 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional, 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 14 : 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia 

berwenang untuk : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan. 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau 

saksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum. 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut : 
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1. Aspek ketertiban dan keamanan umum 

2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari 

gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit 

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk 

aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan 

pertolongan. 

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga 

masyarakat. 

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang 

penyelidikan dan penyidikan. 

 Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan 

mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di 

dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi 

rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam  melaksanakan kewenangannya  di 

bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma 

keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang 

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana 

yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.27 

 Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah   

dikemukakan   di   atas,   terlihat   bahwa   pada   intinya  ada dua tugas 

Kepolisian  di  bidang  penegakan  hukum,  yaitu penegakan hukum di bidang 

peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non 

penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) 

                                                 
27 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,  hal. 4. 
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sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas 

Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan 

hukum pidana (non penal). 

 Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang 

penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan 

dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum 

pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, 

mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan 

dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga 

masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar 

dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan 

hukum pidana positif yang berlaku. 

 Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan 

(yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan 

ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk 

menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai 

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan 

istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “. 

 Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam 

Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  
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 Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah 

segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

perundang-undangan. 

 Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan 

bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali 

terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. 

 

II.1.8. Upaya Penanggulangan Kejahatan  

 Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik 

pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. 

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara 

yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.  

 Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk 

melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan 

kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, 

yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk 

kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.28  

 Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam 

menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah 

penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).29  

 Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi :  

                                                 
28 Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hal 77 
 
29 Baharuddin Lopa & Moch Yamin. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. (Bandung 

2001), hal16 
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1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang 

dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan 

2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpanganc.  

3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat 

4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk 

lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif 

5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana 

penegak hukum30 

 Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang 

mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua 

buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan,31 yaitu :  

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan  

Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis 

(pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara 

konseptual 

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime)  

Yakni satu cara yang ditujukan untk mencegah terjadinya kejahatan yang 

pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode 

ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention) 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan 

kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki 

perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan.  
                                                 

30 Ibid, hal. 16 - 17 
31 Romli Atmasasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT. Eresco, (Bandung 1992), 

hal 66   
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Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara 

preventif dan represif.  

 

1. Upaya preventif  

 Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah 

terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih 

baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, 

sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki 

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.  

 Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif 

dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. 

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan 

yakni :  

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 

dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang 

dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat 

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan 

gangguan-ganguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan 

sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan 

yang harmonis32 

 Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa 

kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan 

                                                 
32  Ibid, hal 79 
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sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat 

dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi 

mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor 

yang sekunder saja.  

 Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, 

serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur 

masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan 

sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong 

timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran 

dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung 

jawab bersama. 

 

2. Upaya Represif  

 Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan 

upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang 

dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.  

 Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem 

peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub 

sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, 
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yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara 

fungsional.33 

 Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode 

perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya 

sebagai berikut :  

a. Perlakuan (treatment).  

 Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan 

yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai 

kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum 

sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.  

 Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang 

membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni :34  

1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan 

yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur 

melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap 

belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan 

2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak 

berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku 

kejahatan 

 Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah 

tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. 

Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali 

                                                 
33  Abdul Syani. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi. (Makassar,1987) hal 137   
34  Ibid, hal 139 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



  

sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam 

masyarakat seperti sedia kala.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan 

pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku 

kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari. 

 

b. Penghukuman (punishment) 

 Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan 

perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan 

yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan 

perundang-undangan dalam hukum pidana.35 

 Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi 

sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem 

pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman 

yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada 

pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 

 

II.2. Kerangka Pemikiran 

 Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana 

merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula 

yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”36. Dilihat sebagai 

suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu 

                                                 
35  A. S. Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar 2010), hal. 80   
36  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

1984 hal 149 
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kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi 

pidana.  

 Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang 

dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana 

(substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri 

dalam arti luas meliputi juga hukum subtantif/materiil dan hukum formil.  

 Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan 

Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan criminal” (“criminal policy”). 

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

“kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya 

untuk kesejahteraan social” (“social walfare policy”) dan kebijakan/upaya-upaya 

untuk melindungi masyarakat” (“social-defence policy”). Dengan demikian 

sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan 

dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum 

pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif 

(penegakan hukum inconcreto) harus memperhatikan dan mengarah pada 

tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social welfare” dan “social 

defence”.37 

 Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan 

masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defence) adalah 

sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense 

sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel38 sebagaimana dikutip oleh 

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : “Tiap masyarakat 

                                                 
37  Ibid 
38  Ibid 
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mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturanperaturan yang 

tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai 

dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. 

 Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan 

kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan 

individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai 

hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu 

sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam 

hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-

lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam 

menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksifiksi yuridis 

dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial. 

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak 

hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga 

mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.39 

 Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas 

aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). 

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena 

itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang 

dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

pada tahap aplikasi dan eksekusi.40 

                                                 
39  Ibid 
40  Ibid 
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 Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka 

dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang 

dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat 

dan tepat. 

 Hal ini sesuai dengan konggres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan 

dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang 

menyatakan (… The Correctional system ispart of crime police and interelatif 

with all the sectors of crime prefention and justice. 

 Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti :41 

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 

reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana; 

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum 

termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk 

menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 

 Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik 

kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang 

merumuskan sebagai “The Rational Organization of the Control of Crime by 

Society”.  

 Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya 

                                                 
41 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-114 
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mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah 

perlindungan masyarakat. 

 Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah 

satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian 

dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal 

antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam 

menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kejahatan.  

 Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan 

perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga 

menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan 

kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana. 

 Menurut Barda Nawawi Arief,42 pembaharuan hukum pidana menuntut 

adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat 

fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian 

antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan 

merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. 

 Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah 

yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau 

tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan 

diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. 

                                                 
42 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3 
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 Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut . Larangan 

ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.43 

 Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.44 

 Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia 

yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) 

untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.45  

 Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat 

maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu 

pengetahuan yakni : 

1. Teori absolute atau teori pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 

                                                 
43  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54 
44  Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik), Jakarta, 

SinarGrafika, 1991, hal. 4 
45  Sedarto, Hukum dan Hukum Pidana I , Alumni, Bandung, 1986, hal. 41 
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orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenar pidana terletak pada 

adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 

2. Teori relative atau teori tujuan 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute 

dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya 

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah 

sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang 

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang 

bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan. 

 Sedangkan mengenai sanksi pidana, dalam pasal 10 KUHP, diatur 

mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis : 

a. Pidana Pokok yaitu : 

1. pidana mati; 

2. pidana penjara; 

3. pidana kurungan; 

4. pidana denda 

5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946) 

b. Pidana tambahan, yaitu: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu; 

2. Perampasan barang-barang tertentu; 

3. Pengumuman putusan hakim; 

 Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif 

dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya : 
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a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat mempertanggung 

jawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau 

terganggu karena penyakit. 

b. Terhadap anak nakal yang dipidana dengan Undang-undang No. 3 tahun 1997 

pidana dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa Pidana pokok yaitu : 

1. Pidana penjara; 

2. Kurungan; 

3. Pidana denda; atau 

4. Pidana pengawasan 

  Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana 

tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti 

rugi tertentu, selain itu dapat pula dijatuhi tindakan berupa : 

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja; atau 

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan 

kerja. 

 Dalam Konsep KUHP terakhir jenis sanksi yang digunakan terdiri dari 

jenis sanksi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan 

pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain 

adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan 

juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat 

dan pembayaran ganti kerugian. 
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Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan geng motor 

dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan 

dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam 

rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak 

pidana.  

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan 

sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk 

membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini 

yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak 

pidana kejahatan geng motor dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap 

memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

II.3. Hipotesis 

 Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat 

sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan Skripsi. Artinya 

harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya 

dapat ditarik suatu kesimpulan.46 

 Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara 

saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi 

tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada. 

                                                 
46  Abdul Muis, 1990, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Ilmiah Penelitian Hukum, 

Medan, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, USU, halaman 3 
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 Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai 

berikut :  

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor 

di Kota Medan adalah mudahnya mendapatkan sepeda motor, faktor 

lingkungan, faktor pengaruh minuman keras, faktor minimnya pendidikan 

formal, serta faktor sakit hati dan/atau dendam 

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka 

menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Medan 

adalah dengan upaya Preventif dan Represif 
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